KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KONTEN
MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pengelolaan Konten Media
Komunikasi dan Informasi di lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu
ditetapkan prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif,
efisien dan terukur;

b. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 3 Peraturan Komisi
Pemillhan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Konten Media Komunikasi dan Informasi Pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4868);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemililhan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana
setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun
2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Tahun 2024 Nomor 531);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun
2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH TENTANG STANDAR PENGELOLAAN KONTEN MEDIA
DAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH.
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Konten
Media dan Informasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pengelolaan Konten
Media dan Informasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Tengah.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KONTEN MEDIA
KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

PENGELOLAAN KONTEN MEDIA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DISAHKAN OLEH

NOMOR SOP 10 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN : 110 Juli 2025
TANGGAL REVISI ~121 Juli 2025
TANGGAL EFEKTIF - |21 Juli 2025 )
KETUA KOMIST PEMILIFIAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

FREDY UMBUBEWA GUTY

NAMA SOP

. |PENGELOLAAN
* |[KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KONTEN MEDIA|

DASAR HUKUM:

Kualifikasi Pelaksana :

. |Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

L

Mampu menulis berita

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
. |(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101,

Mampu mengoperasikan komputer/laptop (menguasai aplikasi
pembuatan konten media sosial dan website)

"INomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

" {Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan|

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang|

Undang (Lembaran Negara Tahun 2023Nomor 54, Tambahan Lembaran|
Negara Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan|
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik|
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum|
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor|
377);

" |Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang|
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita)
Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Umum Nomeor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi|
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor|
826);

"{Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana)
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan|
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum)|
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Tahun 2024 Nomor 531);

Jdih kpu.go.id/ntt/sumbatengah




Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar
7. |Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Permohonan Informasi Publik 1. Laptop/PC
2. SOP Pengelolaan JDIH 2. Jaringan Internet

3. Printer dan Scanner

4. Handphone

5. Website dan Media

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan dengan baik

. maka akan mempengaruhi kinerja lembaga

Foto

vidio

Audio

Arsip link aktif
Soft dan Hard file

Ul B W -

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah



SOP PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI

PELAKSANAAN MUTU BAKU
p ; ESAIN OPERATOR
T AR PENGUSUL SEKRETARIS KETUA KPU ﬂ: Dnll‘l'n SOSMED DAN KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT Keterangan
PARMAS WEB
Mengusulkan Kebutuhan Publikasi Tk Eata. Iel:ct;al:pk;rju 15 menit Lembar kerja =
Informasi arian, P, haria
printer, Hp pengusulan kebutuhan
informasi
;::s;:;np“;:;an La;;oran Kebutuhan E:::nm:::: pk;g“ 30 menit |; o ibar kerja harian
si Informas; y 3
pengusulan kebutuhan
g printer, Hp pengusul
Pemerikasaan Kebutuhan Publikasi 30 menit
Informasi dengan tahapan/kegi Draft data dan informasi
Melakukan penulusuran informasi Dam lembar kerja 2 jam
terkain konten yang akan dibutuhkan ‘ Ya hufx:en. l;c; laptop, enlt dati G iticsinet
printer,
Mendesain konten PC/laptop, Aplikasi| 4 jam
& Disesuai ktu maksimal
- iaringan internet Draft konten isesuaikan dengan waktu
Pemeriksaan kesesuaian konten. Draft 4 jam
konten,Pc/laptop,
printer, Hp, aplikasi Draf Konten yang sudahl . o givan dengan waktu maksimal
* pembuatan konten, direvisi
ljaringan internet
Melakukan publikasi ke website dan Konten Final, 15 menit
media sosial serta di share ke grup KPU - Pc/Laptop, jaringan
idak s .
internet, Hp ngnnn Web dan Modia Disesuaikan dengan prime time
Sosial
Ya
Penvimpanan arsip link media sosial Link aktif 5 menit
. Catatan Link, dokumentasi
soft file

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah




PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMIS! ILIHAN UMUM
KABUPAJEN $UMBA TENGAH

FREDY UMHU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

il bnin mrs: idlinib loiimabyal
Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbats




